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BAB 1 
KETENTUAN UMUM 
KETENAGAKERJAAN 
 
Oleh Manotar Tampubolon 
 
1.1 Pendahuluan 

Belakangan ini sering terdengar istilah ketenagakerjaan di 
berbagai media, baik media nasiona maupun media internasional. 
Istilah ini sangat lumrah disebut oleh dalam aksi mogok kerja, 
demonstrasi serta protes yang dilakukan oleh pekerja. Terlebih 
lagi, sejak tahun 2020 hingga saat ini kita disibukkan dengan isu-
isu ketenagakerjaan, seperti penerbitan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Gelombang Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) besar-besaran pasca Pandemi Covid-19, hingga 
penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sebagai civitas 
akademika pada bidang hukum, kita seringkali dihadapkan pada 
pertanyaan-pertanyaan segi hukum dari tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh pengusaha terhadap tenaga kerjanya. Untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu untuk 
memahami aturan-aturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. 
Bab ini membahas pengertian dan asas hukum ketenagakerjaan. 
Selanjutnya, akan dibahas juga mengenai istilah-istilah yang sering 
digunakan dalam ranah ketenagakerjaan. Sifat dan kedudukan 
hukum ketenagakerjaan juga akan dijelaskan secara ringkas. 
Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hakikat 
hukum ketenagakerjaan dan diakhiri dengan beberapa dasar 
hukum yang menjadi dasar dipraktekannya hukum 
ketenagakerjaan di Indonesia. 
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1.2 Pengertian dan Asas-Asas Hukum 
Ketenagakerjaan 

1.2.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 
Hukum ketenagakerjaan merupakan aturan yang berkaitan 

dengan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, atau sering 
disebut pengusaha. Pada masa lampau, hukum ketenagakerjaan 
menggunakan definisi hukum perburuhan, yang diterjemahkan 
dari Bahasa Belanda, arbeidsrecht, dengan arti yang sama. 
Molenaar memberikan batasan mengenai pengertian hukum 
perburuhan, dengan pengertian bahwa hukum perburuhan 
mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, buruh dengan 
buruh, serta buruh dengan penguasa. Kebijakan hukum 
ketenagakerjaan Indonesia adalah bahwa dalam kasus-kasus 
tertentu dilarang pemecatan terhadap karyawan atau sedapat 
mungkin harus dicegah. Pada prinsipnya bahwa Pengadilan 
Ketenagakerjaan harus menyetujui setiap pemutusan hubungan 
kerja kecuali jika pemutusan hubungan kerja tersebut disetujui 
atau tidak dipermasalahkan oleh karyawan (Manulang, 1990). 

Berdasarkan beberapa batasan diatas, dapat diketahui 
bahwa hukum ketenagakerjaan adalah merupakan hukum yang 
mengatur tentang hubungan antara tenaga kerja dengan 
pengusaha, baik sebelum dan setelah masa kerja, serta 
mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, 
terdapat tiga unsur utama dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu : 
(1) Adanya aturan yang mendasari praktek ketenagakerjaan ; (2) 
Adanya hubungan antara pekerja, dan pemberi pekerjaan atau 
pengusaha ; dan (3) Adanya upah yang diberikan kepada tenaga 
kerja. Ketiga unsur ini harus ada dalam setiap praktek 
ketenagakerjaan. Jika tidak ada satu saja unsur-unsur ini, maka 
dapat dikatakan bahwa hal tersebut bukanlah praktek 
ketenagakerjaan yang baik dan benar menurut aturan hukum 
Indonesia. 
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Aturan yang mendasari praktek ketenagakerjaan dapat 
berupa aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis diatur pada 
struktur perundang-undangan nasional. Berdasarkan Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, struktur 
perundang-undangan nasional adalah : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 ; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) ; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ; 
d. Peraturan Pemerintah ; 
e. Peraturan Presiden ; 
f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 
Aturan tertulis yang mengatur ketenagakerjaan bersumber 

dari salah satu produk hukum di atas. Menurut Pasal 7 ayat (2) 
Undang-Undang yang sama, keberlakuan peraturan-peraturan 
tentang ketenagakerjaan harus sesuai dengan struktur yang telah 
ditentukan di atas. Artinya, apabila terdapat 2 produk 
hukum/aturan diatas saling bertentangan, maka produk yang lebih 
tinggi dianggap lebih benar, atau dikenal dengan asas lex superior 
derogat lege inferiori dalam ilmu hukum. Perlu diperhatikan juga 
bahwa dalam hukum ketenagakerjaan, peraturan tertulis juga 
dapat berasal dari sumber lain di luar peraturan perundang-
undangan, yaitu « Perjanjian Kerja » antara tenaga kerja dan 
pengusaha, yang akan dibahas pada BAB lain di buku ini. 

Aturan hukum tidak tertulis terdapat pada hukum 
kebiasaan yang berlaku dalam ketenagakerjaan. Aturan hukum ini 
bersumber dari norma sosial yang berlaku antar sesama subjek 
ketenagakerjaan. Hukum kebiasaan juga dapat bersumber dari 
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suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang tanpa 
ada protes terhadap kebiasaan tersebut. Pelanggaran terhadap 
kebiasaan tersebut kemudian akan diberikan sanksi, karena tidak 
sesuai dengan kebiasaan yang dianut oleh mayoritas subjek 
ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan tiga syarat yang harus 
dipenuhi oleh hukum kebiasaan, yaitu (Wijayanti, 2009): 
a. Syarat Materiil, berupa tindakan atau tingkah laku yang 

dilakukan berulang-ulang oleh subjek ketenagakerjaan, 
tanpa ada keberatan atas tingkah laku tersebut ; 

b. Syarat Intelektual, keyakinan bahwa tingkah laku yang 
dilakukan secara berulang-ulang tersebut adalah aturan 
hukum yang mengikat dan harus dilakukan, yang sering 
disebut sebagai opinio juris ; dan 

c. Adanya konsekuensi atas pelanggaran terhadap hukum 
kebiasaan. 

 
Contoh yang bisa penulis jabarkan mengenai hukum 

kebiasaan dalam ketenagakerjaan ini terdapat pada kebiasaan 
« bawahan tidak boleh pulang terlebih dahulu sebelum atasan ». 
Hal ini tidak diatur oleh produk perundang-undangan, namun lahir 
dari kebiasaan secara terus-menerus yang dilakukan oleh para 
pekerja. Pada akhirnya, para pekerja meyakini bahwa hal tersebut 
adalah aturan yang harus dipatuhi. Sanksi yang dikenakan apabila 
tidak mematuhi kebiasaan ini adalah mendapat teguran dari atasan 
atau rekan kerja, bahkan dikucilkan dari lingkungan pekerjaan. 

Selanjutnya, hubungan kerja merupakan aspek terpenting 
dalam hukum ketenagakerjaan, dimana untuk membuktikan 
terdapat sebuah praktek ketenagakerjaan, harus dibuktikan 
terlebih dahulu keberadaan hubungan kerjanya. Di dalam pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (atau yang selanjutnya disebut UU No 13 Tahun 
2003) memberikan cakupan hubungan kerja sebagai segala 
sesuatu yang ada hubungannya dengan tenaga kerja, baik sebelum, 
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saat bekerja dan sesudah masa kerja selesai. Cakupan aturan 
ketenagakerjaan tersebut kemudian diperluas oleh pendapat van 
Esveld yang menyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak 
hanya meliputi hubungan kerja dibawah pemberi kerja, tetapi 
termasuk pekerja yang bekerja secara mandiri dengan tanggung 
jawab dan resiko yang ditanggung sendiri. 

Pemberian upah merupakan bentuk dari pemenuhan hak 
tenaga kerja yang telah melakukan pekerjaannya. Tenaga kerja 
sudah memberikan seluruh usahanya untuk melakukan pekerjaan 
yang diberikan oleh pengusaha. Sebagai balasannya, pengusaha 
harus memberikan upah kepada tenaga kerjanya sebagai balasan 
atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Adanya kewajiban memberi 
upah mengindikasikan juga kewajiban pengusaha untuk 
memberikan pekerjaan kepada tenaga kerjanya. 

 
1.2.2 Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan 

Buruh atau tenaga kerja berperan penting terhadap 
pembangunan nasional Indonesia. Pancasila dan Konstitusi telah 
menyatakan tujuannya untuk menciptakan masyarakat indonesia 
yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Sejalan dengan hal 
tersebut, Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa 
sistim ketenagakerjaan di Indonesia haruslah berdasarkan pada 
Pancasila dan Konstitusi 1945. Oleh karenanya, pemenuhan hak 
terhadap tenaga kerja sangat penting untuk dilakukan, sehingga 
pembangunan nasional Indonesia berjalan dengan baik dan benar. 
Sebagai bentuk pengejawantahan dari pembangunan 
ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat asas-asas yang mendasari 
keberlakuan ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu (Ramli, 2008; 
Pujiastuti, 2014): 
a. Asas manfaat : adalah seluruh usaha dan atau besarnya 

yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada 
rakyat ; 
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b. Prinsip usaha bersama dan kekeluargaan : dalam 
mewujudkan cita-cita bersama harus dilaksanakan secara 
bersama-sama dengan mengedepankan kekeluargaan ; 

c. Asas demokrasi : segala kegiatan yang dilakukan harus 
berdasarkan pancasila, permasalahan yang dihadapi harus 
diselesaikan dengan musyawarah mufakat ; 

d. Asas adil dan setara : hasil usaha harus dapat dinikmati 
oleh seluruh rakyat secara adil dan setara berdasarkan 
usaha yang dilakukan ; 

e. Asas terbuka : para pencari pekerjaan memiliki hak untuk 
memperoleh informasi yang akurat tentang pekerjaan yang 
hendak dilamar, yaitu mengenai jenis pekerjaan, besar 
upah serta jam kerja yang berlaku ; 

f. Asas kebebasan : baik pencari kerja bebas untuk memilih 
jenis pekerjaan, juga pengusaha juga bebas untuk memilih 
dan menentukan pekerja yang dikehendaki ; 

g. Asas objektifitas : pengusaha dalam memilih tenaga kerja 
harus memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian 
pencari kerja, serta harus memperhatikan kepentingan 
umum dalam menawarkan pekerjaan ; 

h. Asas bertanggungjawab : tenaga kerja, pengusaha serta 
pimpinan pekerja dalam melakukan usahanya harus 
bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa 
dan negara, masyarakat sekitar, tenaga kerja lain serta 
keluarganya dan kepada perusahaan tempatnya bekerja ; 

i. Asas kekeluargaan dan gotong royong : setiap tenaga kerja, 
pengusaha dan pimpinan merupakan teman seperjuangan 
dalam berusaha. Artinya, setiap dari mereka wajib untuk 
bekerjasama untuk mewujudkan kelancaran usaha dan 
meningkatkan kesejahteraan secara bergotong royong ; 

j. Asas kesadaran hukum : setiap tenaga kerja dalam 
melaksanakan pekerjaan harus selalu taat dan sadar 
hukum yang berlaku terhadap dirinya ; 
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k. Asas keseimbangan : dalam melakukan usaha, harus 
terdapat keseimbangan antara pekerjaan dengan 
kesehatan jasmani dan rohani serta hubungan spiritual dan 
material. 
 

1.3 Istilah-Istilah dalam Hukum Ketenagakerjaan 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap bahasan 

materi yang ada pada buku ini, maka penulis merasa perlu untuk 
menjabarkan beberapa istilah dasar yang sering dijumpai dalam 
ranah ketenagakerjaan. Istilah-istilah ini akan selalu dijumpai pada 
pembahasan mengenai ketenagakerjaan di masa yang akan datang, 
sehingga patutlah istilah-istilah ini dipahami secara baik dan 
menyeluruh. Pada dasarnya, istilah-istilah itu sudah sangat jelas 
diatur oleh Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2013. Namun, dalam buku 
ini, penulis akan menjabarkan lebih jauh berdasarkan literatur-
literatur terkait. 
1.3.1 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam 
UU Nomor 13 Tahun 2003, batasan tenaga kerja ini dibedakan 
dengan pekerja/buruh yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 3 UU 
Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa « pekerja/buruh 
adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain. «  

Pembedaan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman 
bahwa tenaga kerja memiliki definisi yang lebih luas ketimbang 
definisi pekerja/buruh. Manullang dalam karyanya « Pokok-Pokok 
Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia » membuat batasan tenaga 
kerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan 
yang lama (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969). Dia membuat 
batasan tenaga kerja tidak hanya untuk setiap orang yang bekerja 
di dalam hubungan kerja, namun juga mencakup setiap orang yang 
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Tenaga 
Kerja 

Pekerja Formal 

Pekerja 
Informal 

Pengangguran 

bekerja di luar hubungan kerja, selama orang tersebut 
menggunakan tenaganya sebagai alat produksi, baik secara fisik 
maupun pikiran (Manullang, 1990) 

Senada dengan pendapat diatas, Simanjuntak juga 
memberikan batasan tenaga kerja (manpower) sebagai « orang 
yang telah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan 
dan yang melaksanakan pekerjaan lain seperti bersekolah dan 
mengurus rumah tangga. Dengan kata lain, tenaga kerja mencakup 
pekerja formal, pekerja informal dan orang yang belum bekerja ». 
Untuk lebih gampang memahami cakupan tenaga kerja, jenis 
pekerjaan dan bahkan yang pengangguran, dapat dilihat dari 
gambar 1.1 dibawah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1. Hubungan antara Tenaga Kerja, Pekerja Formal, 
Pekerja Informal dan pengangguran 

Sumber : Referensi Pribadi (Wijayanti, 2009) 
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1.3.2 Pemberi Kerja 
Khususnya pasal 1 angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 

membuat batasan « pemberi kerja sebagai orang perseorangan, 
pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau 
imbalan dalam bentuk lain ». Perseorangan yang dimaksud dalam 
pasal ini adalah manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk 
persoon). Dalam bagian ini, penulis sekaligus menjabarkan batasan 
pengusaha dan perusahaan, mengingat cakupan pemberi kerja 
sebagaimana dimaksud pada definisi diatas. 

Pengusaha, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 
5 UU Nomor 13 Tahun 2003, mencakup orang perseorangan, 
persekutuan atau badan hukum yang :  
a) Menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;  
b) Secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 

miliknya ; atau  
c) Berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar 
wilayah indonesia.  

 
Sedangkan perusahaan, dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 

13 Tahun 2013, didefinisikan sebagai :  
a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, 

milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik 
badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara ; 
serta  

b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunya 
pengurus, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Azhar, 
2015) 
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1.3.3 Perjanjian Kerja 
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menurut UU 
No. 13 Tahun 2003, merupakan suatu perjanjian dimana pihak 
pekerja/buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak 
pemberi kerja untuk selama waktu tertentu dengan menerima 
upah. Dengan demikian, unsur-unsur dari sebuah perjanjian kerja 
ialah : 
(1) Ada perjanjian antara pekerja/buruh dan pemberi kerja 

untuk melakukan pekerjaan ;  
(2) Bahwa pekerja berada di bawah perintah pemberi kerja ; 

dan  
(3) Ada pemberian upah dari pemberi kerja kepada pekerja.  

 
Perjanjian kerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

hubungan kerja antara pemberi pekerjaan dengan pekerja, dan itu 
pula yang merupakan dasar hubungan kerja antara pekerja/buruh 
dengan pemberi pekerjaan.  

Merupakan hal yang penting bahwa perjanjian kerja 
haruslah dibuat sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan 
perjanjian, sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPdt/BW) dan ketentuan peraturan 
ketenagakerjaan lainnya.  

 
1.3.4 Hubungan Kerja 

Hubungan kerja adalah perjanjian tertulis antara 
perusahaan dan pekerja atau buruh yang berisi komponen 
pekerjaan, upah, dan perintah. Kontrak kerja juga dipahami sebagai 
hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, dan terjadi setelah 
pekerja dan pemberi kerja membuat perjanjian kerja di mana 
pekerja menyatakan kesediaannya untuk bekerja pada pemberi 
kerja dengan menerima upah dan pemberi kerja menyatakan 
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kesediaannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar 
gaji. Singkatnya, terdapat beberapa unsur dalam hubungan kerja, 
yaitu (1) adanya pekerjaan (arbeid) yang dilakukan ; (2) adanya 
perintah (gezag ver houding) yang menandakan hubungan 
subordinatif pemberi kerja dan pekerja/buruh ; (3) adanya upah 
yang diberikan pemberi kerja ; dan (4) adanya waktu yang 
ditentukan. 

Pekerjaan berarti terdapat suatu hal yang harus dilakukan 
oleh pekerja/buruh. Adanya perintah berarti bahwa pekerjaan 
tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah yang diberikan 
oleh pemberi kerja, yang selanjutnya akan dilakukan oleh 
pekerja/buruh. Perintah ini menandakan hubungan antara 
keduanya yang bersifat subordinatif (atas dan bawah). Adanya 
upah sebagai imbalan yang didapat oleh pekerja/buruh setelah 
mengerjakan perintah pemberi kerja. Terakhir, adanya waktu yang 
ditetapkan menandakan durasi pekerja/buruh dalam melakukan 
pekerjaan yang diperintahkan kepadanya.(Noval, 2017) 

 
1.3.5 Hubungan Industrial 

Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 mendefinisikan hubungan 
industrial sebagai « suatu sistem antara para pihak yang terlibat 
dalam proses produksi barang dan/atau jasa, yang terdiri dari 
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah, sesuai dengan nilai-
nilai Pansira dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ». 

Pada awalnya digunakan istilah « Hubungan Perburuhan », 
dikarenakan hanya ber laku untuk hubungan antara pekerja/buruh 
dengan pemberi kerja saja. Namun dalam perkembangannya, 
hubungan tersebut meluas menjadi hubungan-hubungan sebagai 
berikut (Khakim, 2014):  
a. hubungan antar pengusaha ; 
b. Hubungan antar pekerja/buruh ; 
c. Hubungan antar asosiasi pengusaha ; 
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d. Hubungan antar serikat pekerja/buruh ; dan 
e. Hubungan antara serikat pekerja/buruh dan asosiasi 

pengusaha. 
 
Maka dapat disimpulkan kemudian bahwa hubungan 

indsutrial merupakan hubungan yang berkaitan dengan subyek 
dan obyek dalam ketenagakerjaan. 

 
1.3.6 Serikat Pekerja 

Menurut Pasal 1 angka 17 UU Nomor 13 Tahun 2003, 
serikat pekerja atau disebut serikat buruh adalah « organisasi yang 
dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan 
maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 
demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, 
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh 
serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 
keluarganya ». Dasar hukum serikat pekerja sejatinya terdapat 
pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Buruh (UU Nomor 21 Tahun 2000), yang mendefinisikan 
serikat pekerja adalah sama dengan yang didefinisikan dalam UU 
Nomor 13 Tahun 2003. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2000, Serikat 
pekerja/serikat buruh dapat dibagi menjadi dua kategori :  

« serikat pekerja/serikat buruh di dalam perusahaan, yang 
didirikan oleh pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh satu atau 
beberapa perusahaan, dan serikat pekerja/serikat buruh di luar 
perusahaan, yang didirikan oleh pekerja/buruh yang tidak 
dipekerjakan oleh perusahaan » (Pujiastuti, 2014).  

 
1.3.7 Upah 

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU Nomor 13 Tahun 2003 : 
« upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 
kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 
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menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 
akan dilakukan”.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ”upah 
adalah pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang 
sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu”. Dalam bahasa 
sehari-hari, upah dapat disebut dengan bahasa ”gaji”. Upah/gaji 
sangat berarti penting bagi para pekerja/buruh untuk 
meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya. Oleh karenanya, 
gaji memiliki beberapa sifat, yaitu (Hartadi, 1999) : 
a. Gaji diberlakukan secara nasional ; 
b. Ditetapkan oleh pemerintah pusat ; 
c. Dapat diperbaharui sekali dalam 5 tahun; 
d. Gaji mengenal sistim kenaikan; 
e. Diberikan sesuai golongan/tingkat pekerjaan ; dan 
f. Gaji diberikan ditambah dengan tunjangan. 

 

1.4 Sifat dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan 
1.4.1 Sifat Hukum Ketenagakerjaan 

Hukum ketenagakerjaan pada dasarnya memiliki sifat 
sebagai hukum perdata. Hal ini karena hukum ketenagakerjaan 
mengatur hubungan antara individu antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha. Hubungan ini berasal dari kontrak kerja yang telah 
dibuat antara keduanya, yang kemudian memunculkan hubungan 
kerja. Perjanjian kerja tersebut secara langsung menjadi cakupan 
pengaturan Buku III KUHPdt yang mengatur mengenai 
perjanjian/perikatan. 

Selanjutnya, hukum ketenagakerjaan juga bersifat hukum 
publik. Sifat ini didapatkan karena mengatur hubungan antara 
pemerintah dengan pekerja dan pemberi kerja/pengusaha. Selain 
itu, pemerintah memiliki justifikasi untuk melakukan campur 
tangan, dikarenakan terdapat sanksi pidana di dalam UU 
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Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan 
pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh mendapatkan hak-haknya 
secara penuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah sebagai 
pembuat regulasi ketenagakerjaan yang bersifat mengikat bagi 
pihak-pihak dalam hubungan ketenagakerjaan yang terjadi. (Noval, 
2017) 

Dengan demikian, dikarenakan hukum ketenagakerjaan 
mengandung lebih dari satu bidang kajian hukum yang tidak dapat 
dipisahkan, dapat dikatakan bahwa hukum ketenagakerjaan 
termasuk ke dalam hukum fungsional. 

 
1.4.2 Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan 

Secara teoritis, sistim hukum Indonesia meletakkan hukum 
ketenagakerjaan berada pada ranah hukum pidana, perdata dan 
administrasi negara. Kedudukan ini dapat terjadi, mengingat sifat 
hukum ketenagakerjaan sebagai hukum fungsional, sebagaimana 
yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kedudukan hukum 
ketenagakerjaan ini harus dilihat kaitannya dengan bidang-bidang 
yang terkait di dalamnya. Dalam hukum perdata, hukum 
ketenagakerjaan berkaitan dengan kontrak yang melahirkan 
hubungan industrial antara pihak. Perjanjian ini kemudian 
melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dalam 
kedudukannya dalam hukum administrasi negara, berkaitan 
dengan perizinan, penetapan upah minimum, pengesahan 
peraturan perusahaan, pendaftaran serikat pekerja/buruh, hingga 
pendaftaran perjanjian kerja bersama. Hukum pidana berkaitan 
dengan pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan dalam 
ranah hukum ketenagakerjaan (Khakim, 2014). 

Namun, terdapat pendapat lain yang dikemukakan oleh 
Guus Heerma Van Voss mengenai kedudukan hukum 
ketenagakerjaan, yaitu berdiri sebagai disiplin hukum yang berdiri 
sendiri. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, 
banyaknya aturan hukum kolektif dalam hukum ketenagakerjaan. 
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Aturan ini terlihat dalam bidang kajian hukum ketenagakerjaan 
yang tidak hanya mengatur mengenai hubungan pekerja/buruh 
dan pengusaha, melainkan mengatur juga hubungan antara serikat 
pekerja dengan asosiasi pengusaha, serta antara organisasi 
tersebut dengan anggota-anggotanya. Kedua, hubungan 
keperdataan antara pekerja/buruh dengan pengusaha bukanlah 
hubungan yang bersifat setara, melainkan hubungan yang tidak 
setara, dimana pekerja/buruh biasanya berada di posisi yang lebih 
lemah. Berdasarkan hal inilah, hukum ketenagakerjaan berisi 
substansi yang menitikberatkan pada perlindungan pekerja/buruh 
ketika melakukan pekerjaannya. 

Ketiga, penegakan hukum ketenagakerjaan dapat 
dilaksanakan baik dalam ranah publik maupun privat. Bahkan, 
penegakan hukum ketenagakerjaan, di beberapa negara, dilakukan 
pada satu lembaga khusus yang membidangi ketenagakerjaan 
untuk menegakkan hukum materiil ketenagakerjaan. Di Indonesia, 
penegakan hukum ketenagakerjaan dilaksanakan melalui 
Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial, dimana kewenangannya 
mencakup perselisihan hak, perselisihan mengenai Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK), perselisihan kepentingan dan 
perselisihanantar serikat pekerja/buruh. (Noval, 2017) 

 

1.5 Hakikat dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan 
Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian asas-asas 

hukum ketenagakerjaan sebelumnya, terdapat asas non-
diskriminasi yang menyamaratakan kedudukan pekerja/buruh 
dan pengusaha dalam melakukan usaha. Asas ini merupakan 
pengejawantahan dari ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 13 
Tahun 2003, yang mengatur bahwa setiap pekerja/buruh berhak 
atas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam melakukan 
pekerjaannya. Secara yuridis, kedudukan antara pekerja/buruh 
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dan pengusaha adalah setara. Namun pada kenyataannya, 
pekerja/buruh memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada 
pengusaha. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (Dr. H. 
Zulkarnaen, S.H., 2021): 
a. Pekerja/buruh hanya memiliki tenaganya sendiri sebagai 

alat untuk mencari nafkah, sedangkan pengusaha memiliki 
lebih banyak alat untuk mencari nafkah (Contoh: properti, 
lahan usaha, modal, dll) ; 

b. Pekerja/buruh menganggap pengusaha sebagai subjek 
yang berjasa karena memberikan penghidupan bagi 
mereka, sedangkan pengusaha hanya menganggap 
pekerja/buruh sebagai alat/objek untuk mencapai tujuan 
usahanya. 

 
Pekerja/buruh hanya dianggap sebagai faktor eksternal 

diluar perusahaan, disamakan kedudukannya dengan agen atau 
pembeli yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan usaha, bukan 
sebagai faktor internal usaha yang membangun dan mencapai 
tujuan usaha. Hal ini berimbas pada kesewenang-wenangan 
pengusaha dalam mempekerjakan pekerja/buruh nya. Pengusaha 
merasa dapat melakukan apapun kepada pekerja/buruh, dengan 
dasar perusahaan merupakan rumah pengusaha dan ia bebas 
untuk melakukan segalanya (herr in haus). Perlakuan ini termasuk 
mempekerjakan pekerja/buruh diluar batas kemampuan dengan 
upah yang sangat minimal. 

Mengingat posisi pekerja/buruh yang tidak bebas tersebut, 
maka dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh 
melalui campur tangan pemerintah. Philipus M. Hadjon 
menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup perlindungan 
dari kekuasaan antara yang diperintah dan yang memerintah, serta 
perlindungan ekonomi berupa perlindungan terhadap masyarakat 
ekonomi lemah dari masyarakat ekonomi kuat. Zainal Asikin, 
sebagaimana dikutip oleh Wijayanti (2009) bahwa „kedua bentuk 
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perlindungan tersebut baru terlaksana apabila peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan 
dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak, mengingat 
keberlakuan hukum yang tidak hanya diukur secara yuridis saja, 
namun juga secara sosiologis dan filosofis“. 
Oleh karenanya, hukum ketenagakerjaan dibentuk dengan harapan 
mencapai beberapa tujuan sebagai berikut  (Sulaiman dan  Walli, 
2019): 
a. Mencapai keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan ; 
b. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap 

kekuasaan dari pengusaha ; 
c. Memberdayakan tenaga kerja secara maksimal dan 

memperhatikan kemanusiaan ; 
d. Memberikan kesempatan yang setara bagi pencari kerja 

dan penyedia pekerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi 
tenaga kerja ; 

e. Melindungi tenaga kerja untuk menggapai kesejahteraan; 
f. Memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan 

keluarganya demi mencapai taraf hidup yang lebih baik. 
 
Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, hakikat 

ketenagakerjaan yang adil, tidak diskriminatif serta 
berperikemanusiaan juga tercapai, sehingga pembangunan 
ketenagakerjaan di Indonesia menuju ke masa depan yang lebih 
baik. 

 

1.6 Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia 
1.6.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja atau Serikat Buruh 
Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2000, 

mengatur mengenai pembentukan, pengoperasian hingga 
pembubaran serikat pekerja/buruh di Indonesia. Undang-undang 
ini bertujuan untuk memberikan kebebasan berorganisasi bagi 



 

18      Hukum Ketenagakerjaan          

serikat pekerja/buruh, perlindungan, pembelaan hak dan 
kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi 
pekerja/serikat dan keluarganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
menurut Soewono (2019), serikat pekerja/buruh ini memiliki 
fungsi untuk : 
(1) Terlibat dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan 

penyelesaian perselisihan industrial ;  
(2) Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di 

bidang ketenagakerjaan ; serta  
(3) Menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis dan 

berkeadilan. 
 

1.6.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

Mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2003, undang-undang 
ini berfungsi sebagai aturan hukum ketenagakerjaan dasar yang 
mengatur hampir seluruh aspek pada bidang ketenagakerjaan, 
seperti pelatihan, penempatan, hubungan kerja, perlindungan, 
pengupahan dan kesejahteraan pekerja, hingga pengaturan 
mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu tujuan 
undang-undang ini adalah melindungi dan meneyahterakan tenaga 
kerja, mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. 
Undang-undang ini dicabut keberlakuannya dan diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  

 
1.6.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Januari 

2004. Di dalamnya, diatur tentang prosedur-prosedur penyelesaian 
masalah hubungan industrial. Perselisihan ini dapat berupa 
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai 
pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat 
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pekerja/buruh. Prosedur paling utama yang didahulukan 
keberlakuannya ialah penyelesaian melalui musyawarah bipatrit 
antara pihak yang berkepentingan, dan tripartit melalui Dinas 
Ketenagakerjaan (Disnaker). Jika kedua upaya tersebut gagal 
menyelesaikan perselisihan, barulah perselisihan tersebut dibawa 
ke hadapan Pengadilan Hubungan Industrial untuk kemudian 
diselesaikan. 

 
1.6.4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Cluster Ketenagakerjaan) 
Undang-undang ini menggunakan metode omnibus law, 

dimana 1 undang-undang mengatur lebih dari satu hal atau topik 
yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sebagai contoh, undang-
undang cipta kerja mengatur segala hal atau topik yang berkaitan 
dengan penciptaan lapangan kerja di indonesia, salah satunya 
adalah mengenai ketenagakerjaan. Dengan keberlakuan undang-
undang ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 dicabut keberlakuannya, 
digantikan dengan substansi pada cluster ketenagakerjaan pada 
BAB IV yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Dengan 
keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, UU Nomor 11 Tahun 2020 
dinyatakan « inkonstitusional bersyarat » dan dianggap tidak 
berlaku sampai dilakukan perbaikan hingga tahun 2023. 

 
1.6.5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Cluster Ketenagakerjaan) 

Perpu ini diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022, 
sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan 
inkonstitusional bersyarat. Perpu ini diharapkan untuk menjadi 
payung hukum bagi lingkungan ketenagakerjaan yang lebih 
kondusif, serta membuka kesempatan investasi yang luas bagi para 
investor. Meskipun saat ini perpu tersebut masih mendapat banyak 
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perdebatan, namun usahanya untuk memberikan perlindungan di 
bidang ketenagakerjaan patut untuk diapresiasi. 
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